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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh good 
governance terhadap akuntabilitas keuangan, pengaruh audit kinerja terhadap 
akuntabilitas keuangan, pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap 
akuntabilitas keuangan. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Karanganyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena 
data yang digunakan berbentuk angka-angka. Penentuan sampel dalam penelitian 
ini menggunakan metode purposive sampling dan penentuan sampel untuk tiap 
SKPD ditentukan secara proporsional. Pengujian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 
menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel good 
governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, 
audit kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, 
standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
akuntabilitas keuangan. 




The study aimed to find out the effect of good governance on the financial 
accountability, the effect of audit performance on the financial accountability, and 
the effect of government accounting standars on the financial accountability. This 
was a quantitative study conducted on the unit of local devices Karanganyar 
regency, because the data collected in the forms of figures. The samples were 
determined proportionally on each unit of local devices (SKPD) based on the 
purposive sampling techniques. The analysis was made based on multiple linear 
regression supported by SPSS program using t test and F test. The results 
indicated that good governance had a positive and significant effect on the 
financial accountability, performance audit had a positive and significant effect 
on the financial accountability, and government accounting standards  had a 
significant effect on the financial accountability. 
Keywords: good governance, performance audit, government accounting 
standars, financial accountability. 
 
1. PENDAHULUAN 
Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai 
integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan 
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keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup 
penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah 
(LAN dan BPKP, 2000). 
Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap 
laporan keuangannya mulai dari perencanaan anggaran, pemakaian anggaran 
serta pelaporan anggaran secara penuh. Akuntabilitas terkait laporan 
keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan, dalam hal ini 
laporan yang mengandung informasi relevan dan memenuhi kebutuhan 
pengguna, melainkan juga laporan yang secara langsung tersedia dan dapat 
diakses diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut ( 
Stelconi (2002) dalam Aliyah dan Nahar,2012)). Selain melalui penyajian 
laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif juga tergantung pada kemudahan 
dari seseorang dalam memperoleh informasi terkait dalam laporan keuangan. 
Masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah kepada pemerintah 
berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. 
Kita ketahui bersama bahwa memang akuntabilitas pemerintahan 
menjadi fokus utama masyarakat karena akuntabilitas dapat mencegah 
terjadinya praktek korupsi seperti yang terjadi, karena itu akuntabilitas ini 
mengharuskan lembaga-lembaga publik membuat laporan keuangan untuk 
menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar. 
Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana 
publik (Mardiasmo, 2002, 21). 
Tahap-tahap dalam akuntabilitas laporan keuangan, mulai dari 
perumusan rencana keuangan atau penganggaran, pelaksanaan dan 
pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan 
pelaporannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa laporan keuangan 
adalah bentuk akuntabilitas pemerintahan untuk itu laporan keuangan 
pemerintah harus disusun secara komprehensif (Mardiasmo, 2002, 36). 
Perkembangan tekhnologi dan ekonomi merupakan acuan dasar dalam 
mewujudkan pengelolaan keuangan, sehingga terciptanya  pemerintahan yang 
baik sering disebut Good Governance. 
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Good governance menghendaki pemerintah dijalankan dengan 
mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi 
(keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, serta 
sumber daya pemerintah daerah yang berada dalam pengelolaan pemerintah 
benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemajuan dan 
kemakmuran rakyat dan negara. Penerapan good governance tidak lepas dari 
masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. 
Audit pada organisasi sektor publik tidak hanya mencakup audit atas 
laporan keuangan dan audit dengan tujuan tertentu, namun juga audit kinerja 
yang merupakan perluasan dari audit tersebut. Menurut UU No. 15 Tahun 
2004 audit kinerja merupakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara 
yang terdiri atas aspek ekonomi, efisien, dan efektivitas. Alasan pentingnya 
dilakukan audit kinerja adalah untuk menciptakan pemerintahan yang 
akuntabel, selain itu audit kinerja juga sebagai alat evaluasi dan pengarah 
dalam pengalokasian sumber dana masyarakat, karena dengan dilakukannya 
audit kinerja akan terwujud pengendalian terhadap kinerja dari pegawai yang 
terlibat langsung dalam pengelolaan laporan keuangan yang dikeluarkan 
pemerintah. Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi bersangkutan 
mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang 
baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa 
oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, 
efisiensi dan efektivitas. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas saling 
berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan secara terpisah. Untuk 
itulah adanya audit kinerja pada organisasi pemerintah sangat dibutuhkan 
karena selain dapat menilai akuntabilitas laporan keuangan, juga dapat 
menilai kinerja pegawai. Penilaian yang dapat dilakukan oleh masyarakat 
terhadap pemerintah melalui pembangunan dan kesejahteraan di daerah. 
Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel menuntut pemerintah 
menyusun serta menyajikan laporan keuangan publiknya sesuai pada Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP), dalam SAP No. 01 menyebutkan bahwa 
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penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan 
keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang 
berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja 
keuangan dari pemerintah. Semua informasi tersebut digunakan oleh pihak 
yang terkait dengan laporan keuangan dari pemerintah tetapi yang paling 
penting penyajian laporan keuangan pemerintah ini merupakan 
pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap masyarakatnya sebagai sumber 
dana. Tujuan–tujuan itulah yang menyebabkan diperlukannya sebuah standar 
yang paling tidak harus dimiliki oleh laporan yang dibuat pemerintah, standar 
ini juga memuat pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan 
minimum isi laporan keuangan. Persyaratan minimum yang harus dipenuhi 
laporan keuangan pemerintah paling tidak adalah relevan, andal, dapat 
dibandingkan, dan dapat dipahami. 
Penelitian yang dilakukan oleh Elvira Zeyn (2011) yang berjudul 
“Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap 
Akuntabilitas Keuangan”. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah 
penerapan good governance berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, 
kemudian standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas 
keuangan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made, dkk (2014) dengan judul 
“Pengaruh Audit Kinerja, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksessibilitas 
Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik”. Hasil yang diperoleh 
dalam penelitian tersebut adalah audit kinerja berpengaruh terhadap 
akuntabilitas publik yang tercermin dalam laporan keuangannya, begitu juga 
dengan variabel independen penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas 
laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabillitas laporan keuangan. 
Ni Putu, dkk (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Dan Pemanfaatan Sistem 
Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Keuangan 
Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten 
Jembrana)”. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah pemahaman 
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standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah, begitu juga dengan pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. 
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Azlim, Darwanis dan Usman 
(2012) dengan judul “Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar 
Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di 
Kota Banda Aceh”. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah good 
governance berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan daerah, begitu 
juga dengan dengan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap 
kualitas informasi keuangan daerah. 
Penelitian lain dilakukan oleh Pribadi dan Maestro (2013) dengan 
judul “Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Keuangan 
PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor”. Hasil yang diperoleh dari penelitian 
tersebut adalah audit kinerja berpengaruh terhadap peningkatan kinerja 
keuangan. 
Berdasarkan ketidak konsistenan hasil penelitian yang sudah ada, 
penulis melakukan penelitian dengan mengembangkan penelitian dari Elvira 
Zeyn (2011). Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada penambahan 
variabel audit kinerja dari penelitian Ni Made, dkk (2014). Selain itu 
perbedaannya juga terletak dari obyek penelitian, penelitian dari Elvira Zeyn 
mengambil obyek pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota 
Bandung, untuk penelitian yang dilakukan Ni Made, dkk mengambil obyek 
penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Buleleng. 
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Good Governance, Audit 
Kinerja dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas 
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2. METODE PENELITIAN 
2.1 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai 
akuntansi atau bagian keuangan yang terkait dalam pengelolaan laporan 
keuangan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dinas 
Kabupaten Karanganyar. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel 
dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010:122).  
2.2 Data dan Sumber Data 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif 
yang diolah dengan metode statistik. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari jawaban responden 
atas pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang disebarkan langsung kepada 
responden. 
2.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 
2.3.1 Variabel Dependen 
2.3.1.1 Akuntabilitas Keuangan 
Akuntabilitas keuangan diperlukan sebagai pencerminan 
dari kinerja pemerintah dalam mengelola sumber dana 
masyarakat. Terbuktinya akuntabiliatas dari pemerintah dapat 
menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat 
2.3.2 Variabel Independen 
2.3.2.1 Good Governance 
Good governance merupakan syarat bagi setiap pemerintah, 
dimana dalam penerapan pemerintahan dituntut untuk menjada 
amanah yang diberikan masyarakat dalam pengelolaan dana 
dengan efektif dan efisien. Jika penerapan good governance telah 
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2.3.2.2 Audit Kinerja 
Audit kinerja merupakan salah satu bentuk dari sitem 
pengendalian intern sebuah organisasi untuk dapat menjaga 
profesionalitas, akuntabilitas, serta produktifitas dari karyawan, 
tidak terkecuali untuk organisasi sektor publik seperti pemerintah 
daerah yang harus dijaga dan dikendalikan karena pegawai 
pemerintahini adalah pengelola dana masyarakat. Adanya audit 
kinerja juga dapat mengetahui strategi manajemen yang 
dilaksanakan telah berjalan sesuai rencana atau strategi tersebut 
telah sesuai diterapkan di organisasi sektor publik. 
2.3.2.3 Standar Akuntansi Pemerintah 
Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari 
pemerintah kepada masyarakat harus memenuhi standar-standar 
yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), selain 
memuat standar yang harus dipenuhi oleh oleh pemerintah dalam 
menyajikan laporan keuangan, SAP juga memuat langakah 
penyusunan laporan keuangan. Jika sebuah laporan keuangan 
pemerintah telah sesuai dengan SAP maka dapat dipastikan bahwa 
laporan keuangan tersebut telah memenuhi krakteristik standar 
akuntansi yang diterima umum, dengan begitu laporan keuangan 
pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban telah. akuntabel. 
2.4 Metode Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah aplikasi SPSS. 
Analisis data yang di gunakan adalah uji kualitas data yang terdiri dari 
uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik 
terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. 
Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda untuk 
membuktikan sejauh mana pengaruh penerapan good governance (X1), 
audit kinerja (X2), dan standar akuntansi pemerintahan (X3) terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan (Y) . 
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2.4.1 Uji Asumsi Klasik 
2.4.1.1 Uji Normalitas  
 Menurut Ghozali (2009:147) uji normalitas bertujuan 
apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan 
variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. 
Terdapat cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 
normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik 
(uji Kolmogorov – smirnov), adapun penjelasan mengenai uji 
normalitas data adalah jika data memiliki level of significant 
sama atau diatas 5% maka data normal dan sebaliknya 
(Ghozali, 2009:147). 
2.4.1.2 Uji Multikolinieritas  
 Uji multikolinieritas ini diperlukan untuk mengetahui ada 
tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan 
variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antar 
variabel independendalam satu model akan menyebabkan 
terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel 
independen dengan variabel independen yang lain. Selain itu, 
deteksi terhadap multikolinieritas juga bertujuan untuk 
menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan 
mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel 
terhadap variabel dependen. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 
 Uji multikolinieritas dilakukan menghitung nilai Variance 
Inflation Factor (VIF) dari tiap-tiap variabel independen. Nilai 
VIF kurang dari 10 menunjukkan bahwa korelasi antar variabel 
independen masih bisa ditolerir (Ghozali, 2009:96). 
2.4.1.3 Uji Autokorelasi 
 Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya 
korelasi antara variabel dalam penelitian. Pengujian yang 
digunakan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi yaitu 
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dengan metode Durbin Watson terhadap nilai residual. Hasil 
perhitungan apabila diperoleh nilai Durbin Watson lebih dari 
nilai batas bawah/dl dan lebih kecil dari 4 dikurangi batas 
atas/du (4 – du)  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
masalah dengan autokorelasi. 
2.4.1.4 Uji Heteroskedastisitas 
 Uji heteroksiditas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 
pengamatan ke satu pengamatan yang lain. Jika variance dari 
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 
disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
heteroksiditas. Model regresi yang baik adalah yang 
homoskedastisitas atau jika terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 
2009:125). 
Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan 
uji glejser yaitu dengan meregresikan nilai absolute dari 
residual sebagai variable terhadap semua variable independen 
yang diteliti. Setelah dilakukan penelitian jika hasil 
menunjukkan bahwa nilai signifikansi atau sig >alpha dengan 
alpha 0,05 maka dapat diketahui bahwa tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas (Ghozali, 2005:109) 
2.5 Pengujian Hipotesis 
2.5.1 Uji Regresi Berganda 
Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis 
regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan 
pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Variabel yang 
dipengaruhi disebut variabel tergantung atau dependen, sedangkan 
variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau 
independen (Sugiyono,2011:260). Model persamaannya dapat 
digambarkan sebagai berikut:  
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AKKEU = a + β1PGG + β2AK+ β3SAP+ e 
Keterangan:  
AKKEU : akuntabilitas keuangan  
PGG   : penerapan good governance 
AK : audit kinerja   
SAP  : standar akuntansi pemerintahan 
a  : Konstanta  
βx  : Koefisien regresi  
e  : Error  
2.5.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 
pengaruh satu variabel individu independen secara individu dalam 
menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2009:88). Cara 
mengetahuinya dapat dengan melihat nilai probabilitas, jika nilai 
probabilitas lebih kecil daripada 0,05 (untuk tingkat 
signifikansi=5%), maka variabel independen secara satu persatu 
berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai 
probabilitaslebih besar dari pada 0,05 maka variabel independen 
secara satu persatu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 
2.5.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 
Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan variabel-variabel 
independen (X) secara simultan (bersama-sama)mempunyai 
pengaruh terhadap variabel dependen (Y) (Ghozali, 2009:88) 
dengan melihat nilai probabilitas, jika nilai probabilitas lebih kecil 
daripada 0,05 (untuk tingkat signifikansi=5%), maka variabel 
independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 
dependen. Sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari pada 
0,05 maka variabel independen secara serentak tidak berpengaruh 
terhadap variabel dependen. 
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2.5.4 Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. 
Dalam pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat 
dari besarnya nilai R Square (R
2
) untuk mengetahui seberapa jauh 
variabel bebas yaitu penerapan good governance, audit kinerja dan 
standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas 
laporan keuangan. Nilai R
2
 mempunyai interval antara 0 sampai 1 
(0 ≤ R2 ≤1).Jika nilai R2 bernilai besar (mendekati 1) berarti 
variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika 
R
2
 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam 
menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2009:87). 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Uji Asumsi Klasik 
3.1.1 Statistik Deskriptif 
Tabel 4.11 
Statistik Deskriptif 
Variabel N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
PGG 47 35.00 60.00 47.2791 5.73347 
AK 47 31.00 69.00 58.5581 8.24997 
SAP 47 24.00 35.00 28.2558 3.12511 
AKKEU 47 28.00 48.00 38.9535 4.18019 
Valid N (listwise) 47     
Sumber : Diolah data primer, 2016 
Berdasarkan hasil yang dapat dilihat pada tabel 4.11 diketahui bahwa 
variabel penerapan good governance (PGG) dengan nilai rata-rata (mean) 
sebesar 47,2791, nilai maximum sebesar 60,00 hal ini berarti jawaban 
responden dengan pertanyaan sebanyak 13 rata-rata responden menjawab 
setuju. 
  12 
 
Penerapan audit kinerja dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 58,5581, 
nilai maximum sebesar 69,00, hal ini berarti jawaban responden dengan 
pertanyaan sebanyak 15 rata-rata responden menjawab setuju.  
Penerapan standar akuntansi pemerintah dengan nilai rata-rata (mean) 
sebesar 28,2558, nilai maximum sebesar 35,00 hal ini berarti jawaban 
responden dengan pertanyaan sebanyak 7 rata-rata responden menjawab 
sangat setuju. 
Penerapan akuntabilitas keuangan dengan nilai rata-rata (mean) 
sebesar 38,9535, nilai maximum sebesar 48,00 hal ini berarti jawaban 
responden dengan pertanyaan sebanyak 10 rata-rata responden menjawab 
setuju. 
3.1.2 Uji Normalitas 
Tabel 4.12 







0,632 0,819 Normal  
            Sumber : Diolah data primer, 2016 
Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode 
Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk model 
regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan 
regresi untuk model dalam penelitian ini memiliki sebaran data yang 
normal.  
3.1.3 Uji Multikolinieritas 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Multikolinearitas 










Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Sumber, Diolah data primer, 2016 
  13 
 
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan pada tabel 
diatas bahwa masing-masing nilai dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan 
lawannya (2) jika nilai tolerance value > 0,10 dan VIF < 10. Dengan 
demikian dapat dinyatakan juga model regresi ini tidak terdapat 
multikolinearitas 
3.1.4 Uji Heteroskedastisitas 
Tabel 4.14 











Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Sumber : Diolah data primer, 2016 
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang ditunjukan dalam tabel 
4.14 tersebut nampak bahwa masing-masing variabel menunjukkan nilai 
probabilitas (sign) lebih besar dari 0,05, sehingga dapat di simpulkan 
bahwa semua variabel independen tersebut dapat dikatakan terbebas dari 
masalah heteroskedastisitas. 
3.2 Pengujian Hipotesis 
3.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda 
Tabel 4.15 
Hasil Uji Regresi Linear Berganda 
Variabel B t  sig 
(Constant) 6,083 1,197 0,238 
PGG 0,226 2,704 0,010 
AK 0,133 2,240 0,030 
SAP 0,501 3,333 0,002 
R : 0,703   Fhitung  = 14,018 
R Square : 0,494   Sig  = 0,000 
Adjusted R Square : 0,459 
Sumber : Diolah data primer, 2016 
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Adapun hasil perhitungannya sebagai berikut : 
AKKEU  = 6,083 + 0,226PGG + 0,133AK + 0,501SAP + e 
Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat 
diterangkan: 
a. Konstanta menunjukkan koefisien positif (+). Hal ini menunjukkan 
bahwa apabila penerapan good governance, audit kinerja dan standar 
akuntansi pemerintah konstan maka akuntabilitas keuangan pemerintah 
daerah akan meningkat. 
b. Koefisien regresi penerapan good governance (PGG) menunjukkan 
koefisien yang positif (+). Hal ini menunjukkan bahwa apabila 
penerapan good governance baik, maka akan meningkatkan 
akuntabilitas keuangan.  
c. Koefisien regresi audit kinerja (AK) menunjukkan koefisien yang 
positif (+). Hal ini menunjukkan bahwa apabila audit kinerja baik, 
maka akan meningkatkan akuntabilitas keuangan.  
d. Koefisien regresi standar akuntansi pemerintah (SAP) menunjukkan 
koefisien yang positif (+). Hal ini menunjukkan bahwa apabila standar 
akuntansi pemerintah baik, maka akan meningkatkan akuntabilitas 
keuangan. 
3.2.2 Uji t 
Tabel 4.16 





PGG 2,704 0,010 2,021 H1 diterima 
AK 2,240 0,030 2,021 H2 diterima  
SAP 3,333 0,002 2,021 H3 diterima 
Sumber : data primer diolah, 2016 
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Dari hasil tabel 4.16. tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel 
penerapan good governance, audit kinerja, standar akuntansi pemerintah 
terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. 
Berdasarkan hasil regresi diketahui secara statistik nilai thitung variabel 
penerapan good governance sebesar 2,704 sedangkan besarnya nilai ttabel 
dengan tingkat keyakinan 95% atau (α : 0,05) adalah 2,021 karena thitung > 
ttabel maka H1 diterima, yang berarti penerapan good governance 
mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. 
Hasil regresi diketahui secara statistik nilai thitung variabel audit kinerja 
sebesar 2,240 sedangkan besarnya nilai ttabel dengan tingkat keyakinan 
95% atau (α : 0,05) adalah 2,021 karena thitung > ttabel maka H2 diterima, 
yang berarti audit kinerja mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas 
keuangan pemerintah daerah. 
Hasil regresi diketahui secara statistik nilai thitung variabel standar 
akuntansi pemerintah sebesar 3,333 sedangkan besarnya nilai ttabel dengan 
tingkat keyakinan 95% atau (α : 0,05) adalah 2,021 karena thitung > ttabel 
maka H3 diterima, yang berarti standar akuntansi pemerintah mempunyai 
pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. 
3.2.3 Uji F 
Tabel  4.17 





Square F Sig. 
Regression 375.243 3 125.081 14.018 .000
a
 
Residual 383.693 43 8.923   
Total 758.936 46    
Sumber : Diolah data primer, 2016 
Berdasarkan data pengujian Ftest yang dihasilkan dari perhitungan 
secara statistik diperoleh nilai Fhitung sebesar 14,018 dan Ftabel = 3,23. Hasil 
tersebut apabila dibandingkan antara Fhitung dengan nilai Ftabel dapat dilihat 
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bahwa hasil uji statistik dari distribusi Fhitung> Ftabel yaitu 14,140 > 3,23. 
Hasil pengujian ini dapat dilihat nilai signifikansi sebesar (0,000) < 0,05, 
hal ini menunjukan model dalam penelitian adalah goodness of fit. 
3.2.4 Koefisien Determinasi (R2) 
Tabel 4.18 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 0.494 0.459 2,98716 
         Sumber : Diolah data primer, 2016 
Berdasarkan hasil perhitungan secara statistik untuk nilai R
2
 diperoleh 
angka koefisien determinasi dengan adjusted-R
2
 sebesar 0,484. Hal ini 
berarti bahwa 45,9% variasi variabel akuntabilitas keuangan pemerintah 
daerah dapat dijelaskan oleh variabel penerapan good governance, audit 
kinerja, dan standar akuntansi pemerintah sedangkan sisanya yaitu 54,1% 
dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.  
3.3 PEMBAHASAN 
3.3.1 Penerapan good governance berpengaruh terhadap akuntabilitas 
keuangan. 
Hasil analisis diketahui secara statistik nilai thitung variabel 
penerapan good governance sebesar 2,704 sedangkan besarnya nilai 
ttabel dengan tingkat keyakinan 95% atau (α : 0,05) adalah 2,021 karena 
thitung > ttabel maka H1 diterima, yang berarti penerapan good 
governance mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan 
pemerintah daerah. Hal ini berarti pelaksanaan good governan pada 
SKPD Kabupaten Karanganyar dijalankan dengan mengikuti prinsip-
prinsip pengelolaan yang baik, seperti transpransi, akuntabilitas, 
partisipasi, keadilan dan kemandiri, sehingga sumber daya yang ada 
dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat. Hasil ini konsisten 
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dengan penelitian Azlim, dkk (2012) dan tidak konsisten dengan 
penelitian Zeyn (2011). 
3.3.2 Audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. 
Hasil analisis diketahui secara statistik nilai thitung variabel 
audit kinerja sebesar 2,240 sedangkan besarnya nilai ttabel dengan 
tingkat keyakinan 95% atau (α : 0,05) adalah 2,021 karena thitung > ttabel 
maka H2 diterima, yang berarti audit kinerja mempunyai pengaruh 
terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Hal ini dimana 
audit kinerja auditor dalam melakukan proses audit untuk memperoleh 
dan mengevaluasi bukti untuk melakukan penilaian secara independen 
atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektifitas dari kegaitan yang 
dilakukan pemerintah. Dengan demikian audit kinerja ditujukan agar 
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka 
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah 
dilakukan sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan sebagai wujud 
pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil 
penelitian ini konsisten dengan penelitian Suratmi, dkk (2014), Pribadi 
dan Giovani (2013). 
3.3.3 Standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap 
akuntabilitas keuangan 
Hasil analisis diketahui secara statistik nilai thitung variabel 
standar akuntansi pemerintah sebesar 3,333 sedangkan besarnya nilai 
ttabel dengan tingkat keyakinan 95% atau (α : 0,05) adalah 2,021 karena 
thitung > ttabel maka H3 diterima, yang berarti standar akuntansi 
pemerintah mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan 
pemerintah daerah. Hal ini berarti kemampuan diri dalam mengerti 
atau mengetahui dengan benar terhadap sesuatu (Standar Akuntansi 
Pemerintahan), mempunyai wawasan dan pengertian pengetahuan 
yang mendalam mengenai standar akuntansi pemerintah. Hasil ini 
konsisten dengan penelitian Sari, dkk (2014) 
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4. PENUTUP 
4.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat  disimpulkan sebagai berikut : 
a. Variabel penerapan good governance (PGG) mempunyai nilai thitung 
(2,704) lebih besar daripada ttabel (2,021), artinya penerapan good 
governance (PGG) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. 
b. Variabel audit kinerja (AK) mempunyai nilai thitung (2,240) lebih besar 
daripada ttabel (2,021), artinya audit kinerja (AK) mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. 
c. Variabel standar akuntansi pemerintah (SAP) mempunyai nilai thitung 
(3,333) lebih besar daripada ttabel (2,021), artinya standar akuntansi 
pemerintah (SAP) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.  
4.2 Keterbatasan Penelitian 
a. Jumlah sampel yang diteliti terbatas pada karyawan bagian keuangan 
saja sebanyak 47 responden. 
b. Variabel independen hanya meliputi penerapan good governance, audit 
kinerja dan standar akuntasi pemerintah dalam mempengaruhi 
akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. 
4.3 Saran  
a. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya juga menambah jumlah sampel 
yang dijadikan responden agar dimungkinkan hasilnya lebih baik lagi. 
b. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen 
misalnya penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan 
keuangan. 
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